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Abstrak 
Keharusan mencantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” di 
setiap jenjang peraturan perundang-undangan bertentangan dengan tujuan hukum yaitu 
keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Permasalahan yang muncul 
apakah hakikat makna frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu frasa “DENGAN 
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan suatu legalisasi peraturan 
perundang-undangan untuk tetap dilaksanakan tanpa melihat realita dalam masyarakat dan 
diolah menjadi fakta hukum sesuai keilmuan hukum. Frasa “DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA” dapat dijadikan legitimasi kelompok tertentu dalam 
memaksakan kehendak kepada kelompok lainnya. Saran yaitu menghapus frasa 
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” pada setiap peraturan perundang-
undangan  karena kata “Tuhan” hanya sebagai simbol yang tidak membawa pengaruh 
apapun dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Penghapusan frasa 
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” akan menunjukkan Indonesia 
sebagai bangsa yang benar-benar mengutamakan keadilan tanpa terkecuali. Penghapusan 
frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” di setiap peraturan 
perundang-undangan sebagai wujud menciptakan perdamaian tanpa adanya unsur paksaan 
agama dan politik terhadap masing-masing individu. 
Kata kunci: Tuhan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, keadilan. 
 
Abstract 
Must include the phrase "BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY" at every level of 
legislation contrary to the purposes of the law, namely the Justice of the law, the benefit of 
the law and legal certainty. Problems that arise are the very essence of the meaning of the 
phrase " BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY " in legislation of the Republic of 
Indonesia number 12 in 2011 about the formation of legislation. The conclusions obtained 
i.e. the phrase " BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY " is a legalization legislation to 
remain held without seeing reality in the community and processed into the legal facts 
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according to legal scholarship. The phrase " BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY " can 
be made into the legitimacy of certain groups in imposing the will to other groups. Advice 
that is deleting the phrase " BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY " on any legislation 
because the word "God" only as a symbol that does not bring any influence in carrying out 
these regulations. The deletion of the phrase " BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY " 
will show Indonesia as a nation that really give priority to justice without exception. The 
deletion of the phrase " BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY " on any legislation as a 
form of creating peace in the absence of the elements of the religious and political 
coercion against each individual. 
Key words: God, by the grace of God Almighty, justice. 
 
A. Pendahuluan 
1. Latar Belakang 
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12-2011) terdapat keharusan yang 
menegaskan bahwa “Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum 
nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan 
Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 
diletakkan di tengah marjin”. Penulisan yang dimaksud dalam UU No. 12-2011 yaitu 
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”. Keharusan mencantumkan frasa 
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” di setiap jenjang peraturan 
perundang-undangan
1
 bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan hukum, 
kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara yang mengakui 
kebebasan individual. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu “Setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
                                                          
1
 Pasal 7 ayat (1) UU No. 12-2011 menegaskan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Jenis dan hierarki tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12-2011 yaitu: 
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup 
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih. 
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memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.  
Secara normatif, keberadaan penduduk yang agamanya belum diakui sebagai 
agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
2
 Di 
sisi lainnya, keberadaan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 
menunjukkan keadilan yang menunjukkan keadaan derogasi. Frasa tersebut memiliki 
definisi berbeda di setiap agama dan di dalam agama itu sendiri. Di dalam agama Buddha, 
frasa “Ketuhanan Yang Mahaesa” disebut sebagai “Atthi Ajatang Abhutang Akatang 
Asamkhatang” (bahasa Pali) yang memiliki arti bahwa “Suatu Yang Tidak Dilahirkan, 
Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan dan Tidak Mutlak”. Dalam hal ini Ketuhanan Yang 
Mahaesa adalah suatu yang tanpa aku (anatta), yang tidak dapat dipersonifikasikan dan 
yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya Yang Mutlak. 
Yang tidak berkondisi (asamkhata) maka manusia yang berkondisi (samkhata) dapat 
mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan (samsara) dengan cara bermeditasi.
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Penjelasan lainnya ditemukan dalam perspektif Islam bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa 
adalah “tauhid”, demikian antara lain bunyi keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 
di Situbondo pada 1984. Tafsir ini tidak dimaksud untuk menafikan hak hidup agama-
agama lain yang dianut di Indonesia. Karena “tauhid” itulah keyakinan yang terdalam dan 
yang paling awal (primordial) dari semua agama-agama yang ada di dunia.
4
 Contoh 
lainnya dalam agama Katolik bahwa hal yang benar-benar berasal dari Maria, sulit 
dibedakan dengan hal yang ditangkap dan ditafsirkah si penglihat serta mukjizat 
melampaui alam fisik dan hukum fisika.
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Permasalahan yang muncul berikutnya ketika keharusan mencantumkan frasa 
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” tidak menjamin suatu produk 
peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat luas. Artinya di dalam 
Pasal 96 UU No. 12-2011 ditegaskan bahwa:  
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui: 
a. rapat dengar pendapat umum; 
b. kunjungan kerja; 
                                                          
2
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 
23-2006) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24-2013). 
3
 Corneles Wowor, Ketuhanan Yang Mahaesa Dalam Agama Buddha, dalam www.samaggi-phala.or.id. 
Penulis juga menyarankan untuk membaca Junaidy Sugianto, 2014, Nabi Khung Ce Hermeneutika Ajaran 
tentang Tuhan dan Dewa Ilahiat dalam Buku Cung Yung, Malang, Madani. 
4
 Masdar Farid Mas’udi, 2013, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam, Ciputat, PT Pustaka Alvabet bekerjasama 
dengan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP), halaman 33. 
5
 National Geographic Indonesia, Desember 2015, Jakarta, Kompas Gramedia, halaman 50. 
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c. sosialisasi; dan/atau 
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau 
kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-
undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
Secara keilmuan, frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 
menunjukkan eksistensi mendahului esensi.
6
 Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA” ini berkaitan dengan landasan sosiologis yang mana di Indonesia terdiri dari 
beragam suku, agama, ras dan adat istiadat, sehingga keberadaannya wajib memunculkan 
rekonsepsi
7
 secara tepat. Hal lainnya adanya jenis kelamin ketiga atau biasa disebut 
                                                          
6
 Mengacu pada pemikiran Jean Paul Sartre dimana “orang lain adalah neraka bagiku. Diartikan bahwa 
manusia menjadi manusia ketika ia memilih menjadi manusia dan pilihan-pilihan yang diambil oleh subjek 
tersebut adalah bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Manusia terlebih dahulu 
bereksistensi, berjumpa, berkiprah di dunia dan baru sesudah itu mendefinisikan dirinya. Esensi, hakikat 
seseorang adalah ciptaannya sendiri. Dengan sikap dan keputusan yang diambil, melalui pilihan-pilihan 
manusia mewujudnyatakan diri, dalam A Setyo Wibowo dan Majalah Driyarkara, 2011, Filsafat 
Eksistensialisme Jean-Paul Sartre, Yogyakarta, Kanisius, halaman 8 dan halaman 128. 
7
 Frasa “rekonsepsi” bermula dari frasa “konsep” yang berarti rancangan atau buram surat; ide atau 
pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Sedangkan rekonsepsi yang mendapatkan imbuhan –re 
memiliki arti sebagai pengertian; pendapat (paham); rancangan (cita-cita dsb) yang telah ada dalam pikiran. 
Penulis tidak menggunakan frasa “rekonseptualisasi” dikarenakan dalam penulisan ini adalah rancangan yang 
telah ada dalam pikiran penulis dan belum dapat dikatakan sebagai konseptualisasi karena pemahaman akan 
frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” tidak mengkomunikasikan ciri-ciri pokoknya 
kepada orang lain. Artinya pengertian rekonsepsi frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 
ESA” tidak dapat dipaksakan keberlakuannya sebelum disahkan dalam undang-undang.  
Konseptualisasi sendiri mengandung kombinasi dari proses-proses berikut: 
a. Mengetahui makna sesuatu dari apa yang dipahami (ditangkap). Hal mengetahui itu ditunjukkan oleh hal-
hal seperti memakai simbol, atau menjelaskan hal-hal secara tepat tanpa ketaksaan (ambiguitas) dan 
ambivalensi, ketidaktepatan, atau kekaburan; 
b. Mempunyai suatu gambaran tentang hal yang dimengerti; 
c. Mengenal (mengidentifikasi) hal yang dimenegerti jika berhadapan dengannya; 
d. Mampu membuat hal yang dimengerti disadari sebagai suatu abstraksi dan/atau sebagai suatu gambaran; 
e. Mampu mengkombinasikan beberapa ciri pokoknya kepada orang lain. 
Sedangkan konseptualisme mengandung arti: 
a. Teori bahwa hal universal (konsep-konsep abstrak umum atau gagasan abstrak umum) ada di dalam hal 
partikular sebagai esensi, hal partikular dan tidak pernah ada terpisah dari hal partikular. Tetapi pikiran 
menjadikan hal-hal universal itu abstrak dari hal partikular dan menghubungkan satu sama lain di dalam 
pengertian, sebagai abstraksi-abstraksi. 
b. Teori bahwa hal universal adalah konsep (entitas abstrak) yang ada hanya sebagai produk pikiran, namun 
lebih dari sekadar nama-nama yaitu, mereka tergantung dari pikiran namun umum bagi pikiran-pikiran 
tanpa peduli nama-nama atau bahasa yang digunakan. 
c. Konseptualisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hal-hal universal bereksistensi hanya 
dalam konsep. 
Pandangan menyangkut universalia (hal-hal universal), bahwa universalia ada dalam pikiran tetapi tidak 
berada di luar pikiran. Pandangan ini berada di antara dua ekstrem nominalisme (definisi-definisi dan bahasa-
bahasa pada umumnya) dan realisme (menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan), 
dalam Lorens Bagus, 2002, Kamus Filsafat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, halaman 486-487. 
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sebagai liyan. Penulis mengutip konsep ardanarivara dalam agama Hindu dimana Tuhan 
turun ke bumi dengan menjelma sebagai manusia setengah laki-laki dan setengah 
perempuan.
8
 
 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan amsalah 
yaitu apakah hakikat makna frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan? 
 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana hukum 
dikonsepsikan sebagai peraturan yang mengikat umum dengan tujuan untuk memberikan 
keadilan. Sebagai ilmu normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon dan 
Tatiek Sri Djatmiati dalam buku Argumentasi Hukum bahwa “Ilmu hukum memiliki 
karakteristik yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif”.9 Dengan 
demikian,”penelitian ini juga disebut dengan penelitian yuridis normatif dengan 
pendekatan konseptual.”10 Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “tiap-tiap bidang 
ilmu memiliki metode penelitiannya masing-masing. Dengan demikian tidak mungkin 
menyeragamkan metode penelitian.”11 Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis 
penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap 
norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, 
hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga 
prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.  
 
C. Pembahasan 
1. Rekonsepsi Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 
Secara historis dalam aturan tingkat undang-undang, frasa “beriman dan bertakwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa” muncul pertama kali sebagai tujuan pendidikan dalam 
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 Dijelaskan bahwa terdapat unsur feminin dan maskulin dalam satu tubuh. Selain itu dalam budaya Bugis 
dikenal 5 (lima) gender yaitu laki-laki, perempuan, calalai, calabai serta bissu.  
Calalai adalah seorang yang memiliki anatomi tubuh perempuan (punya vagina) yang memiliki sifat 
maskulin seperti laki-laki.  
Calabai adalah kebalikan dari calalai yaitu seseorang yang memiliki anatomi tubuh laik-laki (berpenis) yang 
memiliki sifat feminin seperti perempuan.  
Bissu adalah seseorang yang tidak memiliki gender dan dianggap memiliki kekuatan spiritual. Sehingga bissu 
dalam masyarakat Bugis mendapatkan tempat istimewa yaitu sebagai perantara antara Sang Pencipta dengan 
manusia.  
Dapat dibaca pada Hartoyo, dkk, 2014, Sesuai Kata Hati Kisah Perjuangan 7 Waria, Jakarta, Renal Pustaka, 
Jakarta & Our Voice, halaman 33 dan halaman 79. 
9
 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gajah Mada 
University Press, halaman 1. 
10
 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, halaman 92.  
11
 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, halaman 11. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UU No. 2-1989), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar 
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (UU No. 4-1950). Pada awal tahun 1960-an muncul 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (UU 
No. 22-1961). Tujuan pendidikan dalam UU No. 22-1961 tersebut mencerminkan arah 
politik pendidikan di era Soekarno: sosialisme.
12
 Korelasi makna frasa “beriman dan 
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dengan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN 
YANG MAHA ESA” tidak dapat dipisahkan karena frasa pertama bagian dari frasa kedua. 
Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan kesatuan bagi 
seluruh umat makhluk hidup tanpa terkecuali terlepas seorang manusia mengakui 
keberadaan Tuhan Yang Maha Esa ataukah tidak. 
Bersandar kepada pemikiran Jean Jacques Rousseau ditegaskan bahwa “tak seorang 
manusia pun memiliki otoritas alami atas sesamanya dan karena kekuatan tidak 
menghasilkan hak yang dapat dianggap sebagai dasar otoritas yang sah antarmanusia 
hanyalah konvensi”.13 Maka keberadaan setiap peraturan perundang-undangan yang 
memuat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” memiliki unsur 
paksaan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam konsiderans Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU 
No. 40-2008) ditegaskan bahwa: 
a. Umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat 
manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, 
baik ras maupun etnis. 
b. Segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia. 
Konsiderans dari UU No. 40-2008 tersebut sebagai landasan filosofis seharusnya 
tidak dicantumkan karena telah memuat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA” dimana keberadaan frasa ini memperjelas ontologi dan teleologi UU No. 40-
2008. Hal terpenting lainnya pencantuman frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c yang ditegaskan: 
b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan 
hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 
Indonesia secara proporsional. 
                                                          
12
 Suhadi, dkk, 2014, Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013, dan Ruang Publik Sekolah,Yogyakarta, 
Center for Religious & Cross-cultural Studies, halaman 12. 
13
 Jean Jacques Rousseau, 2010, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik, Jakarta, Dian Rakyat, 
halaman 9. 
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c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia 
yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14
 
Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan satu 
kesatuan dengan peraturan perundang-undangan artinya keberlakuan asas yang dimaksud 
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12-2011 tidak sebatas pada frasa setelah pembukaan 
khususnya konsiderans tetapi diawali dari judul. Artinya frasa “DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan satu kesatuan dengan pembukaan dan memiliki 
makna tertinggi dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai kajian 
hermeneutika dimana dalam memahami suatu kalimat tidak diperbolehkan memisahkannya 
namun tetap menggabungkan dalam suatu kesatuan sehingga diperoleh pengertian secara 
mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
15
 
 
2. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 
Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dapat diartikan bahwa 
tanpa melalui perantara-Nya maka suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki 
                                                          
14
 Di dalam tulisan ini, penulis memilih fokus pada peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah UU 
No. 12-2011. Penulis memasukkan UU No. 40-2008 yaitu sebagai perbandingan terkait frasa “DENGAN 
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.  
15
 Mengutip Dragan Milovanovic bahwa ilmu hukum terkait: 
a. Peraturan-peraturan tertulis yang masih eksis di sistem hukum, yang telah dibuat dalam bentuk kodifikasi 
oleh negara, yang mencakupi perundang-undangan dan putusan pengadilan; 
b. Sistematisasi yang berlangsung secara terus-menerus ke dalam sekumpulan hukum yang terkait oleh 
prinsip-prinsip peradilan yang terkoordinasi; 
c. Aplikasi terhadap wacana hukum doktrinal yang tersusun oleh suatu struktur morfologis yaitu makna, kata 
dan struktur sintesis yaitu konstruksi linier dari naratif dan teks, dalam melakukan penalaran yang benar 
dalam hukum; 
d. Aplikasi formal dan logis dari proposisi hukum yang abstrak dan umum serta doktrin dengan menggunakan 
wacana hukum doktrinal terhadap situasi faktual oleh sekelompok spesialisasi yang menyediakan suatu 
derajat tinggi dalam kemungkinan penyelesaian suatu persoalan yang dipersengketakan; 
e. Bagaimana suatu konflik menjadi tidak terhindarkan, sehingga dapat digolongkan ke dalam kategori yang 
lebih luas untuk beberapa postulat yang menyediakan sekumpulan premis dan kriteria inti bagi resolusi 
yang tepat terhadap perbedaan pada suatu sistem pengaturan diri sendiri yang formal. 
Fajar Sugianto, 2014, Economic Analysis Of Law Seri I Pengantar, Jakarta, Kencana, halaman 30-31. 
Argumen penulis memasukkan pendapat Dragan Milovanovic yaitu memperjelas esensi dari ilmu hukum 
dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Penulis melakukan perbandingan teks dengan beberapa Undang-Undang Dasar dari 5 (lima) negara yaitu: 
a. Di dalam“Constitution Of The People’s Republic Of China (Adopted on December 5, 1982)” tidak terdapat 
kata “Tuhan; 
b. Di dalam “The Constitution Of The Arab Republic Of Egypt, 1971 (as Amended to 2007)” kata “Tuhan” 
terdapat pada proklamasi dan pengucapan sumpah presiden, wakil rakyat dan wakil presiden; 
c. Di dalam “Constitution Of The Federative Republic Of Brazil 3nd Edition” kata “Tuhan” terdapat pada 
bagian pembukaan; 
d. Di dalam “The Constitution Of The Republic Of Korea Amended by Oct, 29, 1987” tidak terdapat kata 
“Tuhan”; 
e. Di dalam “Constitution Of The Russian Federation (Adopted by Referendum on: 12 Dec 1993)” tidak 
terdapat kata “Tuhan”. 
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kekuatan hukum dan jika tidak memuat frasa tersebut akan menjadi batal demi hukum.
16
 
Keberadaan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” apabila dikaitkan 
dengan asumsi bahwa suatu peraturan perundang-undangan layak bagi seluruh komponen 
(Indonesia) maka keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak 
diperlukan. Menjadi perdebatan ketika frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA” dicantumkan tetapi tetap muncul uji materiil dan uji formil kepada setiap 
peraturan perundang-undangan. Keharusan mencantumkan frasa “DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA” harus dengan semangat memberi hal terbaik bagi bangsa.  
Di dalam hal ini, pihak pembuat peraturan perundang-undangan harus memiliki 
pemahaman tentang merumuskan peraturan perundang-undangan dengan baik. Yang 
dimaksud disini tidak melakukan pencampuran antara norma agama dengan norma hukum. 
Mengacu pemikiran Karl Marx ditegaskan bahwa: 
“‟Subjek” yang dibicarakan oleh Marx di sini adalah subjek yang praktis, jamak, 
anonim dan per definisi tak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri. Subjek itu 
adalah non-subjek atau „masyarakat‟, yaitu keseluruhan aktivitas produksi, 
pertukaran dan konsumsi. Efek dari kombinasi ketiga aktivitas itu dialami oleh 
setiap orang sebagai sesuatu yang bersifat eksternal dari diri mereka, sebagai sifat 
„alamiah‟ dari benda-benda itu sendiri. Dan non-subjek atau komplek aktivitas-
aktivitas ini memproduksi representasi-representasi sosial dari objek-objek dan 
sekaligus memproduksi objek-objek yang bisa direpresentasikan. Komoditi, seperti 
halnya uang, atau kapital dalam berbagai bentuknya, lebih terasa nyata ketimbang 
representasi dan pada saat yang bersamaan lebih terasa nyata ketimbang objek; 
objek sendiri selalu telah ada di dalam representasi.”17 
Pemikiran di atas bermakna bahwa keberadaan subjek hukum haruslah dipisahkan 
dengan objek hukum.
18
 Dengan adanya pemisahan antara subjek hukum dan objek hukum 
maka akan terciptalah suatu keadilan hukum. 
                                                          
16
 Penulis menulis “akan batal demi hukum” karena setelah melalui penelusuran secara seksama dalam 
Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (901 
halaman) tidak menemukan dasar hukum didalamnya. Penulis tidak menggunakan literatur selain UU No. 12-
2011 dikarenakan Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (901 halaman) merupakan awal mula dari munculnya UU No. 12-2011 dan merupakan naskah 
otentik. 
17
 Étienne Balibar, 2013, Anti Filsafat: Metode Pemikiran Marx, Yogyakarta, Resist Book, halaman 117. 
18
 Penulis dalam hal ini mempersoalkan tidak adanya pemisahan Tuhan di dalam suatu peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Memasukkan unsur Tuhan dapat dikategorikan sebagai awal mula untuk memperoleh 
legalitas sebelum peraturan perundang-perundangan tersebut berlaku bagi setiap orang dan merupakan 
pembenaran diri atas isi dari peraturan perundang-perundangan tersebut. Tuhan disini tidak memiliki 
kedudukan yang jelas, Ia dapat sebagai subjek hukum dan objek hukum. Tentu hal ini bertentangan ketika 
melihat Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan Tuhan tidak 
memiliki subjektivitas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penulis juga menguatkan 
argumen ini dengan makna fundamentalisme agama sebagai “A cluster of religious movement concerned 
about the contemporary marginalization of religion and its public role in society, caliming a divinely revealed 
innerant scripture as their sole ultimate authority for all spheres of life, mainly literalist in their handling of 
the source scriptures, radical and rigorous in terms of contemporary application of these scriptures, extremist 
[though not necessarily violent] in terms of their methods, and exclusivist in their views of completing 
9 
 
 
D. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan yang diperoleh yaitu frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA” merupakan suatu legalisasi peraturan perundang-undangan untuk tetap 
dilaksanakan tanpa melihat realita dalam masyarakat dan diolah menjadi fakta hukum 
sesuai keilmuan hukum. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” 
dapat dijadikan legitimasi kelompok tertentu dalam memaksakan kehendak kepada 
kelompok lainnya.  
Saran yang diajukan penulis yaitu: 
1. Menghapus frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” pada setiap 
peraturan perundang-undangan (kecuali UUD NRI 1945) karena kata “Tuhan” hanya 
sebagai simbol yang tidak membawa pengaruh apapun dalam melaksanakan peraturan 
perundang-undangan tersebut. Penghapusan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN 
YANG MAHA ESA” akan menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar 
mengutamakan keadilan tanpa terkecuali. Pengahpusan frasa “DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA” tidak akan menghilangkan hukum khas Indonesia yaitu 
hukum adat karena dengan adanya pengahpusan tersebut akan lebih menghargai esensi 
dari hukum adat tersebut. Hal ini dikarenakan, hukum adat juga dibentuk dari 
kepercayaan-kepercayaan yang bersifat supranatural. 
2. Pencantuman esensi frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” cukup 
dimuat pada Pembukaan UUD NRI 1945. 
3. Penghapusan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” di setiap 
peraturan perundang-undangan (kecuali UUD NRI 1945) sebagai wujud menciptakan 
perdamaian tanpa adanya unsur paksaan agama dan politik terhadap masing-masing 
individu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
ideologies” secara tegas setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur dalam fundamentalisme keagamaan yang 
mencakup unsur gerakan, pemahaman dan pelaksanaan, lebih lanjut dalam Ahmad Zainul Hamdi, 2015, 
Mengkritisi Arus Globalisasi “Globalisasi Dan Fundamentalisme Agama: Agama Di Tengah Jaring-Jaring 
Dunia Modern, Surabaya, Fakultas Filsafat Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, halaman 12. 
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